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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji pergeseran paradigma kewenangan DPR dalam 

melakukan pengawasan terhadap pejabat negara pasca diberlakukannya Peraturan Tata 

tertib DPR nomor 1 Tahun 2025, Khusus nya pasal 228A. Masalah utama yang 

diangkat adalah pemberian wewenang kepada komisi di DPR untuk melakukan 

evaluasi berkala yang bersifat “mengikat” secara administrative terhadap individu 

pejabat yang mereka pilih yang dinilai memicu benturan norma (conflict of norms) 

terhadap indenpendensi lembaga negara.  

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal 

research) dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan, dan pendekatan 

koneptual. Data ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara deskriptif – analitis.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, Pasal 228A peraturan DPR 

nomor 1 Tahun 2025 berpotensi melanggar asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori 

karena aturan internal lembaga tidak boleh mereduksi jaminan masa jabatan dan 

independensi pejabat yang dilindungi oleh undang – undang dan konstitusi. Mekanisme 

ini berisiko mengubah forum legislatif menjadi “pengadilan politik” yang merusak 

prinsip checks and balances dalam sistem presidensial.Dalam perspektif siyāsah 

dustūriyah, fungsi pengawasan DPR merupakan artikulasi dari tanggung jawab 

kemasyarakatan yang sejalan dengan doktrin hisbah dan peran Ahl al-Hall wa al-’Aqd 

untuk memastikan kekuasaan dijalankan sebagai amanah demi kemaslahatan umat 

(maslahah). Namun,  fiqh siyāsah menekankan bahwa pengawasan tidak boleh bersifat 

subordinatif atau menjadi alat hegemoni politik yang melampaui batas kewenangan 

syariat. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, memberikan saran agar DPR merumuskan 

indikator penilaian objektif agar fungsi pengawasan tidak berubah menjadi alat 

penekan praktis politik. Bagi peneliti selanjutnya di sarankan untuk melakukan 

penelitian lanjutan dengan menggunakan metode empiris atau sosiologis hukum, guna 

memantau secara langsung implementasi serta dampak nyata dari pemberlakuan 

evaluasi berkala ini terhadap integritas dan peforma pejabat negara yang bersangkutan.  
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